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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON UTARA, 

a. bahwa untuk optimalisasi dalam 
penyelenggaraan kegiatan publik bidang 
Perizinan dan Non Perizinan di 
Kabupaten Buton Utara, dipandang perlu 
menambahkan lingkup pelimpahan 
sebagian kewenangan penandatanganan 
naskah Perizinan kepada Kepala Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton 
Utara; 

BUPATI BUTON UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

enimbang 
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l . PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

'I ·, NOMOR 23 TAHUN 2016 

i PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
j NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN 

KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN 
' KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN BUTON UTARA 
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Mengingat 

b. bahwa sehubungan adanya penambahan 
lingkup pelimpahan sebagian 
kewenangan penandatanganan naskah 
perizman kepada Kepala Badan 
Penanaman Modal dan . Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton 
Utara maka Peraturan Bupati Buton 
Utara Nomor 17 ahun 2016 tentang 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Penandatanganan Naskah Perizinan 
Kepada Kepala Badan Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu 
dirubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana pada huruf a dan huruf b, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Buton Utara Nomor 17 Tahun 2016 
ten tang Pelimpahan Sebagian 
Kewenangan Penandatanganan Naskah 
Perizinan kepada Kepala Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton 
Utara; 

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Kabupaten Buton 
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4690); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4727); 



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
ten tang U saha Mikro, Kecil dan 
Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 ' Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia-Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 
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,. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tahun 2000 ten tang Perlakuan 
Perpajakan di Kawasan Pengembangan 
Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3949) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 7 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah · Nomor 20 
Tahun 2000 tentang Perlakuan 
Perpajakan di Kawasan Pengembangan . 
Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4065); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2005 Ten tang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Pelayanan 
Standar Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian 
Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 4861); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357); 

13. Peraturan Presiden Nomor 97 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pin tu; ' 

15. Pera tu ran Men teri Dalam N egeri 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 
Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Kesehatan di Bi dang Koordinasi 
Penanaman Modal; 

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 
tentang Pedoman dan Tatacara Izin 
Prinsip Penanaman Modal; 
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Menetapkan 

19. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara 
(Lembaran Daerah Kabupateh Buton 
Utara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 18 Tahun 2015 tentang 
Peru bahan Ketiga atas Peru bahan Daerah 
Kabupaten Buton Utara Nomor . 5 
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Inspektorat, .. Bappeda dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2015 Nomor 18); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NO MOR 1 7 TAHUN 2016 TENTANG 
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN 
PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN 
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KABUPATEN BUTON UTARA. 

Pasall 
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Ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 
Tahun 2016 ten tang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2016 Nomor 17), diubah sebagai berikut: 



'lentuan 
Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

i PMal 3 

f limpahan kewenangan pada aspek perizinan dan · non 
rizi�an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 
meliputi : 

' I. Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 
, . Izin Usaha Industri kecil (Mikro kecil, kecil menengah). 
1 

· Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 
Izin Gangguan (HO). 
Surat Izin Tern pat U saha (SITU). 

i. Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi (IUJK). 

l
·rJ Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

1 , Izin U saha Perikanan (IUP). ' 
) O. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) . 
i 1. Surat Izin kapal Penangkap Ikan (SIKPI). 
· 2. Izin Trayek . 
. . Tanda Daftar Gudang (TDG) . 

. Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Bak/Rakyat (IPKR) . 
. ·. Izin Operasional Puskesmas/Rumah Sakit . 

. Izin Lingkungan. 
i . Izin Prinsip. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara . 

Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal 28-11-2016 . 

BUPATI BUTON UTARA, 

ttd 

H. ABU HASAN 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal 28-11-2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BUTON UTARA, 

ttd 

LAODE BAHARUDDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 
NOMOR 23 


